Menimbang :

Mengingat:

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR (g TAHUN 2022

TENTANG

OR&&ANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN

e

KABUPATEN BOMBANA
bENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
IReformasi  Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
\Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian

Kabupaten Bombana;

.fbahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 35 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bombana sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu di

ganti;

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian

Kabupaten Bombana;

.|Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. |Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten

Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); Z

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
| Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
' Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
| Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
! Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
| tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017/
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BAB II

BENTUK NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang

Pertanian diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Noménklatur Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud

daslam Pasal 2 adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bombana

(1)

2)

(3)

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4
Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
diklasifikasikan atas tipe B
Penentuan tipe Dinas Pertanian Kabupaten Bombana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil
pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang Pertanian. '
Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan
sebagaimana dimaksud < pada ayat (2), dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5
(1) Dinas Pertanian Kabupaten Bombana merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
~ Daerah.
(2)? Dinas Pertanian Kabupaten Bombana dipimpin oleh Kepala
| Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

Pertanian.

( Pasal 7
Dfé.lam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Difnas Pertanian Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana.
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan
- kesehatan hewan serta penyuluh pertanian;
b., penyusunan program penyuluhan pertanian;
c. penataan prasarana pertanian;
pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit
ternak dan hijauan pakan ternak;
€., pengawasan sarana pertanian;
| pembinaan produksi di bidang pertanian
g.| pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan
penyakit hewan;
h., pengendalian dan penanggulangan bencana alam; /




Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9
(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Bombans
terdiri atas :

a. kepala Dinas;

b. sekretariat;

c. bidang prasaranan dan Sarana pertanian;
d. bidang tanaman pangan dan hortikultura;
e. bidang perkebunan;

f. bidang peternakan dan kesehatan hewan;
g. bidang penyuluhan;

h. unit pelaksana teknis daerah; dan

o
.

kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupatc::
' Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagia:;

tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

; Pasal 10
KZepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalar:

rrjlenyelenggarakan tugas di Bidang Pertanian.




(1)

o)

(g)

10

Pasal 14

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusar
kepegawaian, tata usaha rumah tangga, kerjasama, kehumasar
dan protokol serta ketatalaksanaan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tuga:
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, progran
dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelapora:
pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, dan Ase
Daerah/Negara.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Pasal 15
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tuga:.
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dai
pemberian bimbingan teln1is, serta pemantauan dan evaluasi -
bidang prasarana dan sarana pertanian.
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Kepai:.
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepad::

Kepala Dinas.

Pasal 16

l?alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pas:

15, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggaraka:

fungsi :

a.

penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarzn..
pertanian,;

penyediaan dukuhgan infrastuktur pertanian;

pengembangan potensi  dan pengelolaan lahan dan irigas
pertanian;

penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberia:
bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi bidan.:
pengolahan dan irigasi;

penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida set:

alat dan mesin pertanian;







































